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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dijadikan sebagai penjaga pedoman ketertiban, 

ketentraman dan tindakan dalam kehidupan masyarakat. Hukum dapat dijadikan 

sebagai realisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan harus 

dirancang dengan kejelian termasuk didalamnya diimplementasikan dengan 

baik. 1  Sebagai bagian dari konsekuensi sebagai negara hukum maka segala 

tindakan dan perilaku masyarakat harus berdasarkan dengan hukum tanpa 

terkecuali dalam hal penegakan hukum itu seniri oleh aparat penegak hukum 

yang diberikan keweanagan oleh undang-undang dan peraturan lainnya di 

Indonesia, begitupun halnya dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Ketertiban 

lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara 

teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan (Pasal 1 Angka 

32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan). 

Masalah Ketertiban Berlalu lintas di Jalan Raya menjadi tanggung jawab 

bersama, Bukan hanya pihak Kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan. Seluruh 

pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peratuan berlalu lintas. Hal 

seperti ini setidaknya mengurangi tingginya angka kecelaksaan di jalan raya, 

 
1  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta, Genta 

Publishing,2009). h 14 
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banyak lagi peraturan-peraturan di jalan raya yang seharusnya kita patuhi 

saat berkendaraan guna tertibnya lalu lintas demi kenyaman dan keselematan 

bersama. Tetapi masih banyak juga pengendara yang tidak menghiraukan hal 

seperti itu sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas 

di jalan raya, bahkan dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan 

raya yang mengakibatkan kerugian bahwak menimbulkan korban jiwa akibat 

kecerobohan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sampai saat ini 

masih menjadi penyumbang angka kematian terbesar. Terkait kewajiban dalam 

tertib lalu lintas sebagaiman yang diatur dalam Undang-Undang UU LLAJ 

adalah bahwa setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas demi 

keselamatan bersama. 

Pasal 1 Ayat (1): "Lalu lintas adalah seluruh pergerakan kendaraan 

bermotor dan/atau tidak bermotor serta orang di jalan raya.", selanjutnya 

dalam, Pasal 282: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati 

dalam mengemudi." 

 

Sehingganya menjadi tanggung jawab bersama menjaga ketertiban dan 

keamanan lalu lintas di jalan raya, Sehingga guna mengimplemntasikan 

penegakan hukum dibutuhkan upaya untuk dapat mewujudkan penegakan 

hukum terhadap setiap pelanggaran lalu lintas dengan sebaik-baiknya. 

Mengungat keberagaman jenis pelanggaran yang terjadi di jalanan, salah satunya 

yakni kecelakan lalu lintas, dimana pelakunya melarikan diri, maka  pihak 

kepolisian lalu lintas perlu menggunakan penerapan teknologi, dan ilmu 

pengetahun dalam proses penegakan hukum lalu lintas itu sendiri. 
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Penggunaan Scientific Crime Investigasion (Investigasi Kriminal dengan 

Pendekatan Ilmiah) dalam penyelidikan tindak pidana tabrak lari memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran dan memastikan 

keadilan dalam proses penegakan hukum. Penggunaan Scientific Crime 

Investigasion (Investigasi Kriminal dengan Pendekatan Ilmiah) dalam 

penyelidikan tindak pidana tabrak lari sangat krusial untuk memberikan bukti 

yang lebih akurat dan valid, serta memastikan penegakan hukum yang adil, 

Metode Scientific Crime Investigation itu sendiri diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 

35 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang 

menyatakan bahwa “Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana 

didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah 

(Scientific Crime Investigation)”. 

Dalam beberapa kasus tabrak lari, yang terjadi dilapangan misalnya, 

terhadap proses penyelidikan dan penyidikannya terdapat beberapa kendala, 

salah satunya yakni minimnya alat bukti dalam konteks ini saksi mata. Saksi 

mata sering kali tidak dapat memberikan informasi yang cukup akurat tentang 

pelaku atau kendaraan yang terlibat. Oleh karena itu, teknik investigasi ilmiah, 

seperti analisis jejak kendaraan, rekonstruksi kecelakaan, dan pemeriksaan 

forensik, membantu mengungkap bukti yang lebih objektif. Sebagaimana 

dinyatakan oleh simons bahwa "Ilmu dan teknologi telah memainkan peran 

penting dalam investigasi kriminal dengan menyediakan bukti objektif dan dapat 

diverifikasi yang dapat mendukung atau membantah suatu kasus", sehingganya 
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dengan bantuan bukti ilmiah, proses penyidikan menjadi lebih terpercaya 

dan minim kesalahan.2 

Selain demi pertimbangan akurasi penyelidikan dan penyidikan 

perimbangan lainnya Scientific Crime Investigasion (Investigasi Kriminal 

dengan Pendekatan Ilmiah) atau SCI sangat dibutuhkan untuk kepentingan 

Rekonstruksi Kejadian dan Investigasi Kendaraan. Teknik ilmiah 

memungkinkan penyelidik untuk menyusun kembali kronologi kejadian dan 

menginvestigasi kendaraan pelaku berdasarkan bukti fisik yang tertinggal di 

tempat kejadian. Sebagai contoh, analisis jejak ban, pemeriksaan potongan 

kendaraan, atau bahkan pencarian jejak DNA pada lokasi kejadian dapat 

memberikan petunjuk yang sangat membantu. Menurut Saferstein (2011) dalam 

bukunya Criminalistics, menjelaskan bahwa Pemanfaatan bukti fisik dan teknik 

ilmiah memungkinkan penegak hukum untuk merekonstruksi kejadian di TKP 

dan menginvestigasi detail penting seperti merek kendaraan, model, atau plat 

nomor”.3   

Selanjutnya dengan SCI diharapakan terwujudunya Objektivitas dalam 

Penyidikan, serta Mempercepat Penyelesaian Kasus Salah satu keuntungan besar 

dari menggunakan pendekatan ilmiah dalam investigasi kriminal adalah 

kemampuan untuk menyediakan bukti yang objektif. Hal ini mengurangi potensi 

kesalahan manusia dan bias yang sering terjadi jika hanya mengandalkan 

kesaksian saksi atau dugaan. Selanjutnya dengan menggunakan alat-alat ilmiah 

modern seperti rekaman CCTV, analisis digital, dan forensik kendaraan, 

 
2A.S Alam,  Krimonologi (Suatu Pengantar), (Jakarta:Prenada Media, 2009). h 23 
3 Saferstein,  Identifikasi Kriminal dengan Pendekatan Ilmiah, (Depok: Raja Grafindo,2011).  h 12 
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penyelidikan kasus tabrak lari dapat dipercepat. Sebagai contoh, 

penggunaan kamera pengawas yang tersebar di jalan raya dapat membantu 

melacak pergerakan kendaraan pelaku.  

Berkaitan dengan kedudukan hukum Metode Scientific Crime 

Investigation (Investigasi Kejahatan secara Ilmiah) termasuk dalam alat bukti 

yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai bagian dari, pertama Keterangan Ahli, Jika hasil 

investigasi ilmiah dilakukan oleh ahli (misalnya ahli forensik, balistik, atau 

digital), maka metode dan hasilnya menjadi bagian dari keterangan ahli. 

Contohnya adalah hasil autopsi, analisis DNA, atau rekonstruksi digital. Kedua 

Surat Laporan ilmiah yang dibuat oleh ahli atau institusi (misalnya laboratorium 

forensik atau pusat riset kriminal) dapat digunakan sebagai surat dalam alat 

bukti, dan Ketiga sebagai alat bukti Petunjuk, dimana hasil investigasi ilmiah 

juga dapat dijadikan petunjuk melalui analisis yang dikaitkan dengan alat bukti 

lain, seperti barang bukti atau keterangan saksi. 

Selanjutnya Penyelidikan penyidikan dengan menggunaan Scientific Crime 

Investigasion (Investigasi Kriminal dengan Pendekatan Ilmiah) atau SCI 

Menjamin Keadilan Bagi Korban. Salah satu aspek terpenting dalam 

penggunaan teknik ilmiah adalah untuk memastikan bahwa korban mendapatkan 

keadilan. Analisis forensik yang akurat memungkinkan pihak berwenang untuk 

membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan dan menentukan 

apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau kelalaian.  
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Berdasarkan uraian diatas, disandingkan dengan data empiris yang ada 

bahwa kecelakaan lalu lintas masih saja sering terjadi, secara khsusus misalnya di 

daerah perkotaan yang cukup tinggi mobilitas dijalan raya. Beradasarkan pula data 

yang dihimpun penulis, diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota dalam periode 

Tahun 2024 terjadi 169 kasus Tabrak lari. Guna membahas pentingnya 

penggunaan Scientific Crime Investigasion (Investigasi Kriminal dengan 

Pendekatan Ilmiah) atau SCI dalam proses penegakan hukum terhadap perkara 

kecelakaan lalu lintas, khususnya yang statusnya adalah tabrak lari  yakni pelaku 

melarikan diri, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu Penelitian 

dengan judul: “Penegakan Hukum Dengan Metode Scientific Crime Investigasion 

Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan hukum menggunakan metode scientific crime 

investigasion terhadap tabrak lari di wilayah Hukum Polresta Gorontalo 

Kota? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan metode scientific crime 

investigasion terhadap tabrak lari di wilayah Hukum Polresta Gorontalo 

Kota? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum menggunakan metode 

scientific crime investigasion terhadap tabrak lari di wilayah Hukum 

Polresta Gorontalo Kota? 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan metodes cientific 

crime investigasion terhadap tabrak lari di wilayah Hukum Polresta 

Gorontalo Kota? 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan ketentuan hukum 

pelaksaan Penegakan Hukum Dengan Metode Scientific Crime 

Investigasion Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari lalu lintas serta 

keunggulan dan kekurangannya. 

2. Secara praktis dapat menambah wawasan bagi penyusun dan 

memberikan kontribusi praktisi hukum dan mahasiswa terkait bagaimana 

penggunaan Metode Scientific Crime Investigasion Terhadap Tindak 

Pidana, kshsusnya pada peristiwa Tabrak Lari dalam berlalu lintas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. T

injauan Umum Lalu Lintas   

2.1.1. Pengertian Lalu Lintas 

Kata “Lalu lintas” dalam  kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan 

hilir mudik, berhubungan perjalanan (kendaraan dsb). Sedangkan pengertian 

lalu lintas Dalam pasal 1 angka 2 UU  lalu lintas No. 22 Tahun 2009 yaitu 

Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pengertian Lalu Lintas 

merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. 

Menurut Djajoesman4 Lalu mengemukakan bahwa secara harafia lalu lintas 

diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat 

ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. 

Menurut Poerwadarminta dalam kamus besar Bahasa indonesia 

mendefinisikan bahwa5 lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan 

perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah 

tempat dengan tempat lainnya. 

Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan 

atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat 

gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan 

permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas 

 
4 Djajoesman, Polisi dan Lalu Lintas, (Bandung: Bina Akasara,2007). h 50 
5 Poerwadarminta,  Kamus Besar Bahasa Indonesai, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).  h 47 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah 

kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur 

lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor 

yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh kerena itu 

lalu lintas selalu dentik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam 

menggunakan jalan raya 

Dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian 

terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan 

bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan 

lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka. 

Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara 

pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu 

terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Sebagaimana perkara 

pekanggaran lalu lintas di dalam sidang pengadilan yang diperiksa dengan 

acara pemeriksaan perkaradilakukan dengan pemeriksaan cepat.6 

2.1.2. Jenis Pelanggaran Lalu-lintas  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesaia Pelanggaran berasal dari kata 

“langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan 

bertentangan.“Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya 

tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Dalam sistem perundang-

undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan 

 
6 Erdy Pangestuti, Fajar Sulystio Wahyudi, Prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran 

lalu lintas dalam KUHP, (2021). h 84 



 

 

 

 

 

 

 

10 

yaitu: kejahatan misdrijve dan  pelanggaran  overtrdingen 7 . Alasan 

pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih 

ringan daripada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada 

perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang 

boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran 

tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 

dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana 

penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik 

kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut : 

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 

merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang 

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 

pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut. 

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 

dipidana. 

3. Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada 

apakah itu kejahatan atau pelanggaran  

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan dan 

pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau 

perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang 

senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri 

manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai 

 
7 Laden Marpaung,  Asas Teori Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).  h 83 
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pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan 

dari pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik 

delam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang 

disebut delik hukum (rechtsdelict) dan delik undang-undang (wetsdelict). Suatu 

perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan 

dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan 

rakyat, terlepas daripada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam 

undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang, 

bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat 

merasakan bahwa membunuh, mencuri menggelapkan, menipu, menganiaya, 

berzinah, memperkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua 

kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Sebaliknya delik undang-undang 

(pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-

kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara 

mabuk di jalan umum, berjaln di kanan jalan, memberhentikan jalan di 

tikungan jalan dan sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan daripada 

kejahatan-kejahatan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:  

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 

dicantumkan dalam Undang-undang pidana.  

2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari 

kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.  
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Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila 

hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah 

ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya, walaupun 

perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum 

dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam 

perundang-undangan 

Nampak bahwa adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat 

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan No 22 

tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Dengan kata lain bahwa 

akibat dari ketidak patuhnya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di 

jalan.dimaksukkan ke dalam kategori melakukan pelanggaran lalulintas 

Pelangaran lalulintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalulintas dan angkutan 

jalan yang termaktub dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang 

lalulintas dan angkutan jalan. 

Sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang perbuatan pidana suatu hukuman sebab akibat, 

sebab adalah kasusnya, akibat adalah hukumannya. Sanksi pidana yang 

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat guna mencegah tindak kejahatan-

kejahatan yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, 

pidana tutupan.8 

 
8 Maudy aulia, Sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa seseprang, (2021). h 436 
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2.2. T

injauan Umum Kepolisian Lalu Lintas 

2.2.1. Pengertian Polisi Lalu Lintas 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, 

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.” Selanjutnya Pasal 5 

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: 

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

dalam negeri. 

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). 

 

Sadjijono 9  mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga 

pemerintah yang ada dalam negara Istilah kepolisian sebagai organ dan juga 

sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang 

terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang 

 
9 Sadjijono,  Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi 

Kode Etik Profesi POLRI, (Yogyakarta:  Laksbang Mediatama, 2008)  h 53 
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diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan 

kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan 

oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. 

Polisi lalulintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas 

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 

pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, 

registrasi dan investigasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan 

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna 

memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, 

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkan Polres adalah pelaksana tugas 

dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas 

yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok 

fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 

2.2.2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas 

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian, Satlantas sesuai 

dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan 

fungsi, yaitu: 
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a. pembinaan lalu lintas kepolisian; 

b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; 

c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran 

lalu lintas (Kamseltibcarlantas); 

d. pelayanan administrasi registrasi dan investigasi kendaraan bermotor 

serta pengemudi; 

e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 

penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, 

serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; 

f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan 

g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. 

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh: 

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas 

melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas 

sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi 

kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan 

Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan 

kendaraan; 
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b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; 

c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), 

yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan 

terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum; 

d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang 

bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan 

Dikmaslantas; 

e. Unit Registrasi dan Investigasi (Unitregident), yang bertugas melayani 

administrasi registrasi dan investigasi kendaraan bermotor serta 

pengemudi; dan 

f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu 

lintas dalam rangka penegakan hukum. 

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan 

kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap 

kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern 

seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. 

Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu 

lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan 

bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.  

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok 

yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan 
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kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat 

Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada 

Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari- hari berada di bawah kendali 

Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam 

melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja 

sama lintas sektoral dan Dikmaslantas; 

b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan 

c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu 

lintas dalam rangka penegakan hukum. 

 Peran polres dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara 

kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang 

dilakukan dalam pemecahan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 

khusunya kendaran bersepeda motor. Perananan pelaksanaan kebijakan  

tersebut dilaksanakan oleh satuan polisi lalu lintas, yaitu dilakukan dalam 

bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif 

dan represif. 10 

 
10 Megawati Barthos, Peran Polisi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum, (2018) h 747 
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2.3. P

enegakan Hukum  Kecelakaan Lalu Lintas  

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam 

masyarakat, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah 

tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk 

masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus 

dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang 

membangun, yang dalam definisi kita berarti.11 

Masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi 

demikian saja, tapi juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. 

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif 

darri perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan 

kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal 

(sosial defence planning), dan ini pun harus merupakan bagian integral dari 

rencana pembangunan nasional. 

Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) pada 

hakekatnya tidak terlepas dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) 

dan juga upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) Kebijakan 

penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

secara garis besar meliputi:  

 
11 Mochtar Kusumaatmadja,  Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 

2006). h 26 
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a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang 

apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau 

merugikan. 

b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan 

terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau 

tindakan) dan sistem penerapan. 

Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan 

pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana Menurut G. Peter 

Hoefnagels12 dalam buku Abdul Qahar, menjelaskan bahwa kebijakan kriminal 

merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan 

kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) ini dapat ditempuh 

dengan cara: 

a. penerapan hukum pidana (criminal law aplication); 

b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime 

and punishment / mass media)”.  

Dari pendapat Hoefnagels diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan ini 

dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana) dan sarana diluar hukum 

pidana atau non-penal. 

Penegakan hukum (law enforcement) menghendaki empat syarat, yaitu: 

adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya 

 
12  Abdul Qahar, Negara Pancasila dan Reformasi Hukum, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 

2014).  h 23 
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fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum 

dari masyarakat yang terkena peraturan itu 

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo dalam buku 13 Ahmad Ali 

menjelaskan bahwa pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata 

melibatkan berbagai unsur sebagai berikut  

1) Peraturan sendiri 

2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, 

3) Aktivitas birokrasi pelaksana 

4) Kerangka sosial-politik-ekonomi budaya yang ada yang turut 

menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas 

menjalankan apa yang menjadi bagiannya 

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum 

guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan 

menurut Satjipto Rahardio, penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat 

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi 

kenyataan  

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-

Undang saja. 

 
13 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan. (Judicialprudence), 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).  h 174 
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta jugsa 

merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum. 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi14 mengenai penegakan hukum dapat 

dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana 

sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kajahatan dalam penegakan 

hukum pidana yang rasional penegakan hukum pidana yang rasional tersebut 

terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. 

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in 

abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini 

pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai 

yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang 

akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 

 
14 Andi Hamzah,  Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Jakarta:  Rineka Cipta, 2019). h 367 
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keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap 

kebijakan legislatif. 

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari 

kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat 

penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-

undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus 

memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini 

dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif 

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana 

secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat 

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah 

dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana 

yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam 

menjalankian tugasnya harus berpedoman kepada peraturan 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk 

undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya 

guna. 

Joseph Golstein,15 dalam buku karangan Satjipto Rahardjo, membedakan 

penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, Total Enforcement, 

yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan 

 
15  Satjipto Rahardjo, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

(Semarang: Genta Publishing, 2006) h 29 
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oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin 

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara 

pidana.Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan 

memberikan batasan-batasan.Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan area 

of no enforcement.Kedua, Full Enforcement, yaitu Total Enforcement setelah 

dikurangi area of not enforcement, dimana penegak hukum diharapkan 

menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit 

untuk dicapai (not a realistic expectation), sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang 

dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, Actual Enforcement, Actual 

Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang 

cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi 

atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar 

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warass16 dalam Satjipto 

Rahardjo, Satjipto, membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: 

Struktur (Legal structure), Substansi (Legalsubstance), Kultur (Legal culture). 

Menurut Friedman kebanyakan negara-negaraberkembang dalam upaya 

penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan 

masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama. Menurut 

Soerjono Soekanto penegakan rule of law merupakan masalah yang rumit bagi 

Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum 

harus dijaga keseimbangan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law 

 
16 Ibid, h 30 
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dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat 

membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan 

merupakan suatu jaminan bagi berlakunya Hukum. 

Teori Penegakkan Hukum 

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah gagasan keadilan, jaminan 

hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya 

adalah proses mewujudkan ide. Penegakan hukum adalah proses melakukan 

upaya atau benar-benar berfungsi norma-norma hukum sebagai pedoman bagi 

para pelaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat dan negara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan 

ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal. 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian 

yaitu:17 

1. Penegakan lengkap, yaitu ruang lingkup penuntutan pidana dalam arti 

hukum pidana substantif (substantive crime law). Penuntutan pidana 

penuh ini tidak dimungkinkan karena penuntutan pidana sangat dibatasi 

oleh hukum acara pidana, yang mencakup aturan penangkapan, 

penahanan, pencarian, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. 

Mungkin juga ada hukum pidana substantif yang memberlakukan 

pembatasan. Misalnya, pengaduan pada awalnya diperlukan sebagai 

prasyarat untuk penuntutan pidana dalam hal pengaduan tentang 

 
17 Dellyana dan Shant,  Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta:  (Liberty, 2008).  h 39. 
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pengaduan (klacht delicten). Lingkup terbatas ini disebut sebagai area 

non-penegakan. 

2. Penegakan penuh Setelah lingkup keseluruhan penegakan hukum non-

penegakan hukum telah dikurangi, diharapkan penegakan hukum akan 

mencapai penegakan hukum yang maksimal. 

3. Penegakan aktual tidak dianggap sebagai harapan yang realistis, menurut 

Joseph Goldstein, karena ada batasan waktu, personel, alat investigasi, 

sumber daya, dll., Yang semuanya memerlukan kebijaksanaan dan 

sisanya disebut sebagai penegakan aktual. 

Sebagai proses sistemik, penegakan hukum hadir sebagai aplikasi hukum 

pidana (aplikasi hukum pidana), di mana berbagai subsistem struktural dalam 

bentuk polisi, jaksa penuntut umum, pengadilan dan penjara terlibat. Tentu saja, 

ini juga termasuk pusat nasihat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus 

dilihat dari tiga dimensi: 

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yang mewakili 

penerapan seluruh aturan hukum, yang menggambarkan nilai-nilai 

sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 

2. Penerapan undang-undang dianggap sebagai sistem administrasi 

(sistem administrasi) yang melibatkan interaksi antara berbagai aparat 

penegak hukum yang membentuk subsistem peradilan yang 

disebutkan di atas. 
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3. Penerapan hukum pidana adalah sistem sosial (sistem sosial) dalam 

arti bahwa ketika mendefinisikan kejahatan, berbagai perspektif yang 

ada dalam strata sosial juga harus diperhitungkan. 

2.4. Tinjauan Umum Metode Scientific Crime Investigasion dalam 

Penegakan Hukum. 

Scientific Investigation berasal dari kata scientific dan investigation. 

Scientific sendiri adalah keilmuan, atau secara ilmiah. Sedangkan investigation 

adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan 

pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/ 

membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian 

menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.8 

Metode scientific crime investigasion atau investigasi kriminal secara ilmiah 

adalah pendekatan yang menggabungkan teknik-teknik ilmiah untuk membantu 

menginvestigasi dan menyelidiki tindak kriminal, termasuk kasus tabrak lari. 

Tabrak lari, atau kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang meninggalkan 

lokasi kejadian tanpa bertanggung jawab, adalah tindak pidana yang sering kali 

memerlukan penggunaan bukti ilmiah untuk mengungkap pelaku dan memberikan 

keadilan bagi korban.  

Metode scientific crime investigasion memberikan keuntungan besar dalam 

penyelidikan tabrak lari karena memungkinkan penyelidik untuk mengumpulkan 

dan menganalisis bukti secara lebih sistematis dan objektif. Penggunaan teknik 

ilmiah seperti analisis jejak, forensik kendaraan, rekonstruksi kecelakaan, dan 

analisis data elektronik dapat mempercepat proses investigasi pelaku dan 
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memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penerapan metode ini sangat 

penting dalam kasus tabrak lari, yang sering kali penuh dengan tantangan dalam 

mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengarah pada pelaku yang bertanggung 

jawab. 

Metode Scientific Crime Investigation, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019) yang 

menyatakan bahwa “Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana 

didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah 

(Scientific Crime Investigation)”. Bantuan teknis penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34, antara lain: 

a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan 

pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan 

dan/atau perlakuan khusus; 

b. investigasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas 

Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti; 

c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan 

pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan 

penanganan/perlakuan fisik secara khusus; 

d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan 

pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan 

penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan 

e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan 
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dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan 

dan/atau perlakuan khusus. 

 

Ilmu bantu tersebut di atas digunakan oleh pihak Kepolisian Republik 

Indonesia dalam pengungkapan suatu kasus pidana. Hal ini dikarenakan tidak 

semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah, misalnya dalam kasus pidana 

pembunuhan, perampokan, dan tabrak lari dan masih banyak contoh kasus lainnya 

yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh penyidik dalam hal kasus criminal. 

Metode Scientific Crime Investigation sangat berguna dalam membantu penyidik 

dalam hal pembuktian suatu tindak pidana. Sevara khsus dalam Pasal 35 disebutkan 

bahwa salah satu bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34, 

antara lain yakni investigasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukankepastian 

identitas Tersangka/Saksi/Korban tindakpidana dan sebagai alat bukti. 

Crime Scientific Investigation yaitu ilmu investigasi yang merupakan proses 

penyidikan yang dalam sistem pembuktian memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (investigasi forensik, laboratorium 

forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik dan ahli forensik). Divisi ini 

bertanggungjawab untuk mengumpulkan, perbandingan dan interpretasi bukti 

fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau dikumpulkan dari tersangka 

dan korban. Analisis berbagai jenis bukti dapat menghubungkan tersangka untuk 

kejahatan, mengasosiasikan item tertentu ke sumber tertentu atau menemukan 

keadaan sekitar tempat kejadian.18 

 
18 Badan Reserse Kriminal Polri. Mengenal Teknologi Identifikasi, (Cetakan 1; (Jakarta: pusat 

identifikasi, 2007)  h 8. 
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CSI ini merupakan bantuan teknis bagi penyidik dalam melakukan 

penyidikan untuk dijadikan pembuktian. Pada dasarnya alat-alat bukti diatur 

sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah 

seacara global proses mendapatkan kebenaran material(materieele waarheid) 

dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan.  

Suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti sah adalah tidak hanya alat bukti 

tersebut diatur dalam undang-undang (bewijismeddelen) tetapi bagaimana alat 

bukti tersebut diperoleh dengan cara pengajuan alat bukti dipengadilan 

(bewijvoering), serta kekuatan pembuktian (bewijskharcht) atas masing-masing 

alat bukti yang diajukan tersebut juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim 

dalam menilai keabsahan suatu alat bukti. Hakikat dan dimensi mengenai 

pembuktian ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan 

penting, bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian 

khusunya lembaga penelitian dimana kekhususan peranan pembuktian untuk 

pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai beriku: 

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti bidang hukum pidana, 

antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi 

kualifikasi perbuatan pidana atau tidak. 

2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana antara 

lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu itu 

diperbuat oleh manusia atau bukan alam. 

3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidanan antara lain, 

ditentukan yang berwewenang pemeriksaan fakta harus dilakukan oleh 
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polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam 

undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan dalam aturan tersebut yang mengatur tentang alat 

bukti, maka dalam ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana bersifat 

hukum memaksa. Yang artinya, segala jenis alat bukti yang sudah diatur dalam 

pasal tersebut tidak pernah ditambah atau dikurangi. Dalam hukum acara 

pidana terdapat model alat bukti yang terbuka ujung, yang memungkinkan 

masuknya berbagai alat bukti baru, sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. Yang salah satunya sekarang yang digunakan 

oleh penyidik dalam pembuktian tindak pidana yaitu Scientific Crime 

Investigation. 

Scientific Crime Investigation (SCI) merupakan suatu metode pendekatan 

penyidikan dengan mengutamakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna 

mengungkap suatu kasus yang terjadi dengan menggunakan metode SCI, 

pengakuan tersangka ditempatkan pada  urutan terakhir  dari alat bukti yang 

akan diajukan ke pengadilan, karena metode SCI menitikberatkan analisis 

yang melibatkan bebagai ilmu pengetahuan untuk mengungkap suatu 

Tindakan kejahatan.19 

 

Dalam perkara pidana, pembuktian menjadi sangat penting dan krusial. 

Terkadang dalam menangani kasus, saksi-saksi, korban dan pelaku diam dalam 

pengertian dan tidak memberikan keterangan, sehingga membuat pembuktian 

 
19 Aditiya Warman, Evektifitas Penerapan Scientific Crime Imvestigation Terhadap Pembuktian, 

(2021) . h 4 
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menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang 

kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan.penyelesaian perkara 

pidana  meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan 

ditingkat kepolisian, tahap penututan dikejaksaan, tahap pemeriksaan perkara 

Tingkat pertama dipengadilan negri, tahap upaya hukum dipengadilan serta 

Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut 

umum. Dengan adanya SCI ilmu pengetahuan sains ini sangat menunjang dan 

membantu untuk mengungkap terbukti atau tidaknya kesalahan tedakwa 

dipersidangan, karena membuktikan kesalahan itu penting.  

 

Pembuktian perkara pidana secara SCI tidak lepas dari laboratorium forensic 

yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan 

sains. Peran laboratorium forensic polri sebagai pendukung penyidikan secara 

ilmiah/SCI. adanya laboratorium forensik untuk keperluan  pengusutan kejahatan 

sangat diperlukan.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Kharismawati, Sufiruman, dan Ilham abas, Efektivitas penyelidikan berbasis ilmiah, (2024). h 7 
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2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

• Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolsiaan RI, 

jo UU No 20 Tahun 2024 

• Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJR 

• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 

 

 

Penegakan Hukum Dengan Metode 

Scientific Crime Investigation Terhadap 
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Crime Investigation Terhadap 

Tindak Pidana Tabrak Lari: 

• Forensik Jejak Fisik, 

Kendaraan dan CCTV 
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Korban 
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Faktor yang mempengaruhi 

penerapan Metode Scientific 

Crime Investigation Terhadap 

Tindak Pidana Tabrak Lari: 

• Ketersediaan Teknologi dan 

alat Bantu  

• Keterampilan dan Keahlian 

Khusus 

• Kondisi Lingkungan dan 

Situasi Kejadian 
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2.6 Definisi Operasional 

1. Penegakan Hukum adalah upaya terorganisir penyidik dalam 

melakukan pengungkapan tindak pidana tabrak lari guna 

kepentingan pertanggung jawaban pidana. 

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan 

hukum pidana dan kepada pelaku diancam dengan sanksi pidana.  

3. Tabrak lari adalah salah satu bentuk tindak pidana lalu lintas  yang 

bentuknya adalah menabrakan kendaraan ke korban dan pelakunya 

sering berusaha menghindari pertanggungjawaban dengan 

meninggalkan lokasi kejadian. 

4. Scientific Crime Investigasion adalah metode penyelidikan dan 

penyidikan dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam proses investigasi pelaku dan pembuktian tindak 

pidana. 

5. Rekonstruksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan 

kejadian berdasarkan jejak-jejak fisik yang ditemukan di tempat 

kejadian tabrak lari. 

6. Penyidik adalah penyidik lalu lintas di wilayah hukum Polresta 

Gorontalo Kota. 

7. Keahlian Khusus adalah keahlian yang berkaitan dengan keilmuan 

dan atau pengalaman dibidang Scientific Crime Investigasion. 

8. Ketersediaan Teknologi dan Alat Bantu adalah Keberadaan alat 

penunjang canggih seperti perangkat analisis DNA, rekaman 
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CCTV, dan perangkat accident reconstruction sangat penting untuk 

mengumpulkan bukti ilmiah. 

9. Keterampilan dan keahlian khusus adalah Kemampuan Teknis 

Penyidik harus memiliki keterampilan dalam mengoperasikan alat-

alat forensik, menganalisis bukti, dan membuat laporan yang 

relevan. 

10. Kondisi Lingkungan dan Situasi Kejadian adalah situasi yang 

berkaitan dengan kondisi lokasi kejadian kecelakaan, waktu 

kejadian, serta cuaca dan alam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini menggunakan gabungan metode penelitian hukum 

empiris dan normatif yakni jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan 

dan analisis data yang diperoleh dari pengalaman langsung atau observasi 

terhadap fenomena yang terjadi di dunia nyata. Dalam penelitian empiris, data 

yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang dapat diukur dan diverifikasi, 

seperti eksperimen, survei, wawancara, atau pengamatan langsung, yang 

berfungsi untuk menguji hipotesis atau teori tertentu.dengan pendekatan 

perundang-undangan (Statute Aprroach) dan penelitian hukum empiris. 

Penelitian ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan 

yang berlaku terkait dengan penegakan hukum Penegakan Hukum Dengan 

Metode Scientific Crime Investigasion Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari. 

3.2 Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah “Penegakan Hukum Dengan 

Metode Scientific Crime Investigation Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari”. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Gorontalo, yang 

merupakan wilayah hukum dari Polresta Gorontalo Kota.  
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data pada peneltian ini, penulis menggunakan dua 

jenis data yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang 

diangkat dalam peneltian ini. 

b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelsan 

mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya 

yang berhubungandengan permasalahan yang diteliti. 

3.5 Populasi dan Sampel 

b. Populasi 

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro21 Populasi adalah seluruh 

objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh 

unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh: 

1. Penyidik lalu lintas Poreta Gorontalo Kota. 

c. Sampel  

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari 

populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan 

diteliti penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

metode yang mengambil sample melalui penunjukan berdasarkan 

 
21 Ronny HanitjoSoemitro,  Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2009, H 24. 
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tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Maka yang 

dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut: 

1. 2 Orang Penyidik lalu lintas Poreta Gorontalo Kota. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang 

diteliti. 

2. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh penulis kepada 

responden untuk menggali informasi dari pihak yang terkait. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam masalah hukum pertama bersifat 

preskriptif, Analisis ini bertujuan memberikan kejelasan yang sebenarnya 

khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum Pelaksanaan Penegakan 

Hukum Dengan Metode Scientific Crime Investigasion Terhadap Tindak Pidana 

Tabrak Lari, yang kemudian untuk menjawab masalah hukum kedua 

menggunakan analisis secara deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang 

keunggukan dan kekurangannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Metode Scientific Crime 

Investigation Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari. 

Pendekatan yang diadopsi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

tabrak lari sering kali disebut dengan metode Scientific Crime Investigation 

(SCI)22. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, “Penyidik memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti 

yang diperlukan dalam proses penyelidikan”23.  

Hasil Wawancara dengan Bapak Fyrdan Tamutu S.H, BRIPKA, Kanit 

GAKKUM Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, Beliau mengatakan bahwa: 

“Penekanan metode ini terhadap penggunaan teknologi, analisis ilmiah, 

dan data empiris dalam mengungkap unsur kebenarannya dari suatu peristiwa 

kriminal. Fenomena tabrak lari, menggunakan metode ini memungkinkan 

penyidik untuk mengumpulkan bukti secara sistematis, menganalisisnya dengan 

presisi, dan merekonstruksi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku”24.  

 

Metode SCI sangatlah efektif dalam upaya penyidikan oleh penyidik 

terkait dengan pembuktian suatu tindak pidana 25 . Efektivitas SCI sangat 

bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan serta kemampuan penyidik 

dalam menginterpretasikan data tersebut. Koordinasi antarinstansi dan 

pemanfaatan teknologi modern menjadi kunci dalam meningkatkan akurasi proses 

penyelidikan. 

 
22 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14. 
23 Ibid. 
24  Wawancara dengan Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit GAKKUM Laka Lantas Polres 

Gorontalo Kota, 2025. 
25 Warman, A., Akub, M. S., & Heryani, W. Efektivitas penerapan scientific crime investigation 

terhadap pembuktian dalam perkara pidana. (Ilmu Hukum Prima (IHP), 2021). 4(3), 3. 
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Penerapan metode SCI dalam kasus tabrak lari tidak hanya bertujuan 

untuk mengungkap pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses 

penegakan hukum berlangsung secara transparan dan adil. Pendekatan ini 

memungkinkan penyidik untuk menggabungkan berbagai jenis bukti, baik fisik 

maupun elektronik, sehingga dapat membangun narasi kronologis yang lebih 

komprehensif. Berbeda dengan proses hukum lainnya, dalam kasus kriminal 

seperti tindak pidana tabrak lari, publik tidak hanya mendengar kejadiannya, 

tetapi juga mengetahui hasil akhirnya26. Namun, tantangan sering muncul ketika 

data yang tersedia tidak lengkap atau kurang akurat. Oleh karena itu, penting bagi 

penyidik untuk memiliki kemampuan analitis yang kuat dalam menghubungkan 

berbagai elemen bukti27. 

Keberhasilan penerapan SCI juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, 

seperti kondisi TKP dan waktu pelaporan kejadian. Jika TKP sudah rusak akibat 

faktor lingkungan atau aktivitas manusia, maka proses penyelidikan menjadi lebih 

sulit dilakukan28. Untuk analisis peneliti kecepatan dalam mengamankan TKP 

menjadi faktor kritis dalam keberhasilan penerapan metode ini. Selain itu, 

kolaborasi antara tim penyidik, tenaga medis, dan laboratorium forensik juga turut 

menentukan efektivitas proses penyelidikan. Dengan demikian, integrasi 

teknologi dan sinergi antarinstansi menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang 

muncul. 

 
26 Rochman, F., & Djanggih, H. Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. (Indonesian Journal of Criminal Law, 2020). 2(2), 76-92,78. 
27  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 5. 
28 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229. 
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4.1.1. Forensik Jejak Fisik, Kendaraan, dan CCTV 

Jejak fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan 

elemen penting dalam penyelidikan tabrak lari menggunakan metode SCI 29 . 

Fragmen seperti bercak darah, pecahan bodi kendaraan, atau serpihan lainnya 

dapat memberikan petunjuk awal tentang identitas kendaraan pelaku. Namun, 

tantangan sering muncul ketika fragmen tersebut tidak cukup spesifik untuk 

menentukan jenis kendaraan tertentu. Hal ini disebabkan karena bagian-bagian 

tersebut umumnya dimiliki oleh banyak model kendaraan, sehingga memerlukan 

koordinasi dengan pihak dealer resmi atau dinas perhubungan untuk identifikasi 

lebih lanjut30. 

Selain jejak fisik, rekaman CCTV juga memainkan peran signifikan dalam 

mendukung analisis forensik 31 . Rekaman CCTV dapat memberikan gambaran 

visual tentang kejadian, termasuk ciri-ciri kendaraan pelaku, waktu kejadian, dan 

arah pelarian. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas rekaman 

dan posisi kamera terhadap TKP. Kualitas rekaman yang rendah atau posisi 

kamera yang kurang strategis dapat mengurangi akurasi data yang diperoleh. Oleh 

karena itu, penggunaan teknologi modern seperti perangkat lunak analisis sidik 

ban atau serat menjadi penting untuk meningkatkan presisi identifikasi32. 

Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit 

GAKKUM 1 Polres Gorontalo Kota, 2025. Beliau menagatakan bahwa: 

 
29 Saifuddin, A.  Forensik Digital: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada Media, (2018). h 45. 
30 Ibid., H. 46.  
31 Robinson, J. Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement. California: Academic 

Press, (2017) h 123. 
32 Ibid. h 125. 
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“Keberhasilan pengumpulan dan analisis jejak fisik serta rekaman CCTV 

sangat bergantung pada kondisi TKP. Jika TKP sudah rusak akibat faktor 

lingkungan, seperti cuaca buruk atau aktivitas manusia, maka proses 

penyelidikan menjadi lebih sulit dilakukan”33. 

 

 Oleh karena itu, kecepatan dalam mengamankan TKP menjadi faktor 

kritis dalam keberhasilan penerapan metode ini. Koordinasi antarinstansi dan 

kemampuan penyidik dalam mengelola situasi lapangan juga turut menentukan 

keberhasilan proses penyelidikan. Teknologi simulasi komputer dan alat bantu 

lainnya dapat digunakan untuk melengkapi data yang hilang atau tidak lengkap. 

Dalam beberapa kasus, penggunaan teknologi forensik seperti mikroskop 

elektron atau pemindaian 3D dapat membantu penyidik dalam menganalisis jejak 

fisik secara lebih rinci34. Alat-alat ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi 

detail kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Hasil analisis ini kemudian 

digunakan untuk mendukung proses rekonstruksi kejadian dan identifikasi pelaku. 

Integrasi teknologi dan kolaborasi multidisiplin menjadi kunci dalam mengatasi 

tantangan yang muncul selama proses penyelidikan. 

Namun, keterbatasan teknologi dan sumber daya sering kali menjadi 

kendala dalam penerapan metode ini. Di daerah-daerah terpencil, akses terhadap 

perangkat lunak analisis forensik atau laboratorium modern sering kali terbatas. 

Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur dan pelatihan menjadi prioritas 

utama untuk meningkatkan efektivitas SCI di tingkat lokal. Selain itu, kerja sama 

 
33 Wawancara dengan Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 Polres Gorontalo Kota, 2025. 
34 Saifuddin, op.cit., 60. 
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dengan instansi terkait, seperti dinas perhubungan atau dealer resmi, juga menjadi 

solusi untuk mengatasi kesenjangan teknologi35. 

Dari pembahasan diatas hasil analisis penulis bahwa kendaraan pelaku 

dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri seperti jenis kaca, warna cat unik, jenis ban, 

kerusakan yang ccocok dengan tempat kejadian dan korban, serta plat nomor yang 

terdaftar atas nama seseorang didaerah tertentu. Dengan demikian petugas 

investigasi dapat mengidentifikasi suspek, mengumpulkan bukti tambahan, dan 

membangun kasus yang kuat untuk penuntutan. 

4.1.2. Pemeriksaan Forensik Pada Korban 

Pemeriksaan forensik pada korban merupakan langkah penting dalam 

penyelidikan tabrak lari menggunakan metode SCI. Pemeriksaan ini bertujuan 

untuk mengumpulkan bukti biologis, seperti sampel darah, rambut, atau serpihan 

kulit, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku atau kendaraan yang 

terlibat36. Proses ini biasanya melibatkan kerja sama antara tim penyidik, tenaga 

medis, dan laboratorium forensik untuk memastikan keakuratan hasil analisis. 

Data yang diperoleh dari pemeriksaan ini kemudian digunakan untuk mendukung 

proses identifikasi pelaku melalui analisis DNA atau pencocokan dengan jejak 

fisik di TKP37. 

Hasil wawancara dengan bapak Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit GAKKUM 

Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, 2025. 

“Namun, pemeriksaan forensik pada korban juga menghadapi sejumlah 

kendala. Salah satu kendala utama adalah kondisi korban yang sering kali tidak 

 
35 Ibid, h. 62. 
36 Robinson, op.cit., 140. 
37 Ibid, h. 142. 
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stabil atau bahkan meninggal dunia sebelum pemeriksaan dapat dilakukan secara 

menyeluruh. Dalam situasi seperti ini, informasi yang dapat diperoleh menjadi 

terbatas, sehingga mempersulit penyidik dalam mengungkap kebenaran. Selain 

itu, keterbatasan fasilitas laboratorium dan tenaga ahli di daerah tertentu juga 

menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan forensic”38. 

 

Meskipun demikian, pemeriksaan forensik tetap menjadi salah satu 

metode yang paling handal dalam penyelidikan tabrak lari. Dengan menggunakan 

teknologi modern, seperti analisis mikroskop elektron atau pemindaian 3D, 

penyidik dapat memperoleh data yang lebih rinci dan akurat. Hasil analisis ini 

kemudian digunakan untuk mendukung proses rekonstruksi kejadian dan 

identifikasi pelaku. Integrasi teknologi dan kolaborasi multidisiplin menjadi kunci 

dalam mengatasi tantangan yang muncul selama proses penyelidikan39. 

Di sisi lain, kredibilitas data biologis yang diperoleh dari korban juga 

harus dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, sampel biologis yang diperoleh 

mungkin terkontaminasi atau tidak mencukupi untuk analisis lebih lanjut. Oleh 

karena itu, penting bagi penyidik untuk memastikan bahwa proses pengumpulan 

sampel dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan standar forensik 40 . 

Penggunaan protokol yang ketat dalam pengambilan sampel dapat meningkatkan 

keakuratan hasil analisis. 

Selain itu, keterangan saksi sering kali digunakan untuk melengkapi data 

biologis yang diperoleh dari korban. Meskipun kredibilitas saksi sering kali 

dipertanyakan, keterangan mereka dapat memberikan wawasan tambahan tentang 

kejadian yang tidak terlihat dari bukti fisik saja. Oleh karena itu, kombinasi antara 

 
38  Wawancara dengan Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit GAKKUM Laka Lantas Polres 

Gorontalo Kota, 2025. 
39 Saifuddin, op.cit., 80. 
40 Ibid., h. 82. 
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data biologis dan keterangan saksi menjadi penting dalam membangun narasi 

kronologis yang lebih komprehensif41. 

Dari pembahasan diatas pemeriksaan forensik pada korban menunjukan 

bahwa memiliki banyak kendala salah satunya laboratorium forensik yang kurang 

memadai, Hasil ini dapat dikolerasikan dengan bukti lain untuk memperkuat 

kasus dan mengidentifikasi pelaku. 

4.1.3. Rekonstruksi 

Hasil wawancara dengan bapak Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 

Polres Gorontalo Kota, 2025. 

“Rekonstruksi kejadian merupakan tahap akhir dalam proses penyelidikan 

menggunakan metode SCI. Pada tahap ini, semua bukti yang telah dikumpulkan, 

baik fisik maupun elektronik, digunakan untuk merekonstruksi kronologi kejadian 

secara detail 42 . Teknologi simulasi komputer sering kali digunakan untuk 

membantu penyidik dalam mereplikasi kejadian berdasarkan data yang tersedia. 

Simulasi ini memungkinkan penyidik untuk memvisualisasikan dinamika 

kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, sudut tabrakan, dan posisi korban 

saat kejadian”43. 

 

Namun, rekonstruksi kejadian juga menghadapi sejumlah tantangan. 

Misalnya, jika TKP sudah rusak akibat faktor lingkungan atau aktivitas manusia, 

maka rekonstruksi menjadi lebih sulit dilakukan. Selain itu, keterbatasan 

teknologi dan sumber daya juga dapat memengaruhi kualitas rekonstruksi. Dalam 

beberapa kasus, keterangan saksi menjadi alternatif penting untuk melengkapi 

data yang hilang, meskipun kredibilitas saksi sering kali dipertanyakan44. 

 
41 Robinson, op.cit., 150. 
42 Ibid., h 152. 
43 Wawancara dengan Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 Polres Gorontalo Kota, 2025. 
44 Saifuddin, op.cit., 90. 
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Meskipun demikian, rekonstruksi kejadian tetap menjadi alat yang sangat 

efektif dalam mengungkap kebenaran di balik tabrak lari. Dengan menggunakan 

kombinasi teknologi, analisis forensik, dan keterangan saksi, penyidik dapat 

membangun narasi yang konsisten dan logis tentang apa yang sebenarnya terjadi. 

Narasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pelaku dan 

menegakkan hukum secara adil. Keberhasilan rekonstruksi sangat bergantung 

pada integritas data yang dikumpulkan dan kemampuan penyidik untuk 

menginterpretasikan data tersebut secara akurat45. 

Selain itu, rekonstruksi kejadian juga memerlukan pendekatan holistik 

yang menggabungkan berbagai elemen bukti. Misalnya, data dari rekaman CCTV 

dapat digabungkan dengan jejak fisik dan keterangan saksi untuk membangun 

gambaran yang lebih lengkap tentang kejadian. Dalam beberapa kasus, teknologi 

simulasi komputer dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh 

penyidik. Pendekatan ini memungkinkan penyidik untuk memverifikasi kebenaran 

suatu teori sebelum mengambil keputusan akhir46. 

Kendala lain yang sering muncul dalam rekonstruksi kejadian adalah 

keterbatasan waktu dan anggaran. Proses rekonstruksi memerlukan waktu yang 

cukup panjang, terutama jika data yang tersedia tidak lengkap atau kurang akurat. 

Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memiliki kemampuan manajemen 

waktu yang baik agar proses rekonstruksi dapat diselesaikan dalam waktu yang 

 
45 Ibid., h 92. 
46 Robinson, op.cit., 170. 
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efisien. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah atau instansi terkait juga 

menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran proses rekonstruksi47. 

Dari pembahasan diatas Rekontruksi kejadian menunjukan bahwa 

kendaraan pelaku melaju dengan kecepatan tinggi sebelum tabrakan, dan titik 

tabrakan dapat ditentukan dengan lebih akurat. Selain itu, jalur pelarian pelaku 

juga dapat diidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV. Hasil ini dapat memperkuat 

kasus dan membantu mengidentifikasi pelaku lebih efektif. 

Berdasarkan data dan informasi melalui wawancara, penulis menemukan 

bahwa pada kurun waktu 2024 sebagaimana laporan terbaru kasus laka lantas di 

wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota, terdata berjumlah Berdasarkan data, dari 

159 Laka Lantas tersebut sebanyak 23 orang meninggal dunia, 230 orang luka 

ringan, 1 orang luka berat, dan 1 orang mengalami   memar, hal tersebut 

sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit 

GAKKUM Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, yang menjelaskan bahwa: 

Untuk tahun terakhir, data terakhir kami kasus laka lantas yang masuk di 

Unit kami yakni berjumlah 159, dengan rincian sebanyak 23 orang meninggal 

dunia, 230 orang luka ringan, 1 orang luka berat, dan 1 orang mengalami memar, 

dan dari total laka lantas tersebut terdiri atas laka lantas tunggal 10 KSS, masuk 

tahap II P21, SP 3 13, 7 laka tunggal dan Restorative Justice 129, dan pada 

umumnya untuk kepentingan pemberkasan, penyidik wajib melakukan 

rekonstruksi untuk tujuan penyidikan, dan ini akan digunakan sebagai dasar 

nantinya penuntutan oleh pihak penuntut umum, sehingganya dalam rekonstruksi, 

 
47 Ibid., h 172. 
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penyelidikan dan penyidikan akan ada penggunaan peralatan dan teknologi itu 

sendiri, untuk kasus yang mengakibatkan meninggal dunia, penyidik selalu 

menggunakan Scientific Crime Investigation (SCI). ”48 

 

Bertolak pada data tersebut diatas, berikut penulis menyajikannya dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel: Data Penggunaan SCI di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota Tahun 

2024 

NO 
JENIS METODE 

PENANGANAN 
JUMLAH 

1 MENGGUNAKAN SCI 10 

2 
INVESTIGASI BIASA (Laka 

Tunggal) 
7 

3 RESTORATIVE JUSTICE 129 

4 SP 3 13 

TOTAL 159 

 S

umber: Satlantas Polres Gorontalo Kota, Tahun 2025. 

Berdsarkan tabel diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa, dalam 

penanagnannya, sebagian kecil diantaranya digunakan metode Scientific Crime 

Investigation (SCI), dengan pertimbangan kategori kecelakaan lalu lintas, terlebih 

kasus tersebut berlanjut pada tahap penyidikan dan penuntutan, yang pada 

umumnya terdapat korban jiwa (meninggal), sehingga guna kepentingan 

 
48 Wawancara dengan Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit GAKKUM Laka Lantas Polres 

Gorontalo Kota, 2025. 
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penyidikan, penggunaan teknologi dan peralatan digunakan oleh penyikid. 

Meligat data tersebu, dari 159 kecelakaan lalu lintas berdasarkan catatan Pada 

Tahun 2024, secara umum terdapat empat jenis metode, baik yang di selesaikan 

dengan restoratife justice, SP3, investigasi biasa, dan 10 diantaranya 

menggunakan Metode SCI dalam pengungkapan kejadian kecelakaan, dalam olah 

tempat kejadian perkara. 

4.2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Metode Scientific Crime 

Investigation Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari 

Hasil wawancara dengan bapak Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit GAKKUM 

Laka Lantas Polres Gorontalo Kota, 2025. 

“Salah satu yang mempengaruhi penerapan SCI yaitu fasilitas untuk 

mendukung penyidikan seperti laboratorium forensik yang tidak memadai dapat 

memperlambat proses penegakan hukum, jika tidak diimbangi dengan 

peningkatan kapasitas penyidik. Tetapi keberhasilan penerapan metode SCI 

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik internal maupun eksternal contohnya seperti kejadian 

langsung dilaporkan jadi sample darah yang bisa diambil atau pecahan bodi 

kendaraan atau bukti-bukti lain yang ada di tkp”49.  

 

Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan teknologi dan alat bantu, 

keterampilan dan keahlian khusus penyidik, serta kondisi lingkungan dan situasi 

kejadian. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2019, “Penyidikan tindak pidana harus didukung oleh 

ketersediaan teknologi dan alat bantu yang memadai”50 . Pemahaman terhadap 

faktor-faktor ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum 

 
49  Wawancara dengan Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit GAKKUM Laka Lantas Polres 

Gorontalo Kota, 2025. 
50  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 5. 
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terhadap tindak pidana tabrak lari. Pendekatan holistik yang menggabungkan 

teknologi, sumber daya manusia, dan respons cepat di lapangan menjadi solusi 

untuk mengatasi tantangan yang muncul51. 

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penerapan SCI adalah 

ketersediaan teknologi dan alat bantu. Teknologi seperti perangkat analisis sidik 

ban, mikroskop elektron, dan software simulasi komputer memainkan peran 

penting dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti secara ilmiah52. Namun, 

ketersediaan teknologi ini sering kali terbatas, terutama di daerah-daerah yang 

jauh dari pusat perkotaan. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses 

penyelidikan dan mengurangi akurasi hasil analisis. 

Selain itu, kualitas alat bantu yang digunakan juga memengaruhi 

efektivitas metode SCI. Misalnya, kamera CCTV dengan resolusi rendah atau 

perangkat laboratorium yang sudah usang dapat menghasilkan data yang kurang 

akurat53. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan pemutakhiran teknologi sangat 

penting untuk memastikan bahwa alat bantu yang digunakan tetap berfungsi 

secara optimal. Namun, anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam 

upaya pemutakhiran teknologi ini. Investasi dalam infrastruktur dan alat bantu 

menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas SCI di tingkat lokal. 

 
51 Saifuddin, op.cit., 110. 
52 Ibid., h 112. 
53 Robinson, op.cit., 180. 
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4.2.1. Ketersediaan Teknologi dan Alat Bantu 

Ketersediaan teknologi dan alat bantu merupakan faktor utama yang 

memengaruhi penerapan metode SCI dalam penyelidikan tabrak lari54.  

Wawancara dengan bapak Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 

Polres Gorontalo Kota, 2025. 

“Teknologi seperti perangkat analisis sidik ban, mikroskop elektron, dan 

software simulasi komputer memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan 

menganalisis bukti secara ilmiah. Namun, ketersediaan teknologi ini sering kali 

terbatas, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan. 

Keterbatasan ini dapat memperlambat proses penyelidikan dan mengurangi 

akurasi hasil analisis”55. 

 

Selain itu, kualitas alat bantu yang digunakan juga memengaruhi 

efektivitas metode SCI. Misalnya, kamera CCTV dengan resolusi rendah atau 

perangkat laboratorium yang sudah usang dapat menghasilkan data yang kurang 

akurat56. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan pemutakhiran teknologi sangat 

penting untuk memastikan bahwa alat bantu yang digunakan tetap berfungsi 

secara optimal. Namun, anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam 

upaya pemutakhiran teknologi ini. Investasi dalam infrastruktur dan alat bantu 

menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas SCI di tingkat lokal. 

Pemerintah dan instansi terkait perlu memprioritaskan pengadaan 

teknologi modern untuk mendukung penerapan metode SCI. Selain itu, pelatihan 

bagi penyidik dalam menggunakan teknologi baru juga menjadi faktor penting. 

Dengan demikian, ketersediaan teknologi tidak hanya menjadi solusi untuk 

meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelidikan 

 
54 Ibid., h 182. 
55 Wawancara dengan Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 Polres Gorontalo Kota, 2025. 
56 Saifuddin, op.cit., 200. 
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berlangsung secara transparan dan adil. Kolaborasi antarinstansi, seperti kerja 

sama dengan universitas atau lembaga penelitian, juga dapat membantu dalam 

mengatasi kesenjangan teknologi57. 

Dari pembahasan diatas teknologi dan alat bantu SCI seperti CCTV sidik 

ban, mikroskop elektron, dan software simulasi meningkatkan akurasi dan 

efesiensi investigasi, serta membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana 

tabrak lari dengan menyediakan data yang lebih akurat dan relevan. 

4.2.2. Keterampilan dan Keahlian Khusus 

Hasil wawancara dengan bapak Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 

Polres Gorontalo Kota, 2025. 

“Keterampilan dan keahlian khusus penyidik merupakan salah satu faktor 

utama yang memengaruhi penerapan metode (SCI) dalam penanganan kasus 

tabrak lari”58. 

 

 Penyidik yang terlatih dalam bidang forensik dan teknologi memiliki 

kemampuan untuk mengoperasikan alat bantu secara efektif, menganalisis data 

secara ilmiah, dan merekonstruksi kejadian dengan akurat59. Namun, keterbatasan 

sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus sering kali menjadi kendala 

dalam penerapan metode ini. 

Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk 

meningkatkan keterampilan dan keahlian penyidik 60 . Pelatihan ini harus 

mencakup berbagai aspek, seperti analisis forensik, penggunaan teknologi, dan 

interpretasi data. Menurut Saifuddin (2018), “Penyidik modern harus memiliki 

 
57 Ibid. h 202. 
58 Wawancara dengan Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 Polres Gorontalo Kota, 2025. 
59 Robinson, op.cit., 110. 
60 Ibid., h 112. 
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pemahaman mendalam tentang teknologi forensik untuk dapat mengungkap 

kebenaran secara ilmiah”61. Namun, keterbatasan anggaran dan akses terhadap 

pelatihan sering kali menjadi hambatan bagi penyidik, terutama di daerah-daerah 

terpencil62. 

Selain pelatihan formal, pengalaman lapangan juga memainkan peran 

penting dalam mengembangkan keahlian penyidik. Penyidik yang telah 

menangani banyak kasus tabrak lari cenderung lebih terampil dalam 

mengidentifikasi pola-pola tertentu atau mengatasi tantangan yang muncul di 

lapangan. Oleh karena itu, penting bagi instansi kepolisian untuk memberikan 

kesempatan kepada penyidik untuk terlibat dalam berbagai kasus dengan tingkat 

kompleksitas yang berbeda. Hal ini akan membantu mereka mengasah 

kemampuan analitis dan problem-solving dalam situasi nyata. 

Di sisi lain, kolaborasi dengan ahli forensik atau tenaga medis juga dapat 

meningkatkan kapasitas penyidik. Misalnya, penyidik dapat belajar dari ahli 

forensik tentang cara menganalisis jejak fisik atau sampel biologis secara lebih 

rinci. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelidikan, tetapi 

juga memperkuat sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum63. 

Namun, tantangan utama dalam pengembangan keterampilan dan keahlian 

adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Penyidik sering kali harus 

menyeimbangkan tugas-tugas rutin mereka dengan kebutuhan untuk mengikuti 

pelatihan atau program pendidikan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi 

 
61 Saifuddin,op.cit., 120. 
62  Wawancara dengan Fyrdan Tamutu, S.H., BRIPKA, Kanit GAKKUM Laka Lantas Polres 

Gorontalo Kota, 2025. 
63 Robinson, op.cit., 115. 
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instansi kepolisian untuk merancang program pelatihan yang fleksibel dan relevan 

dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk 

anggaran dan fasilitas pelatihan juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan 

kapasitas penyidik64. 

Dari pembahasan diatas bahwa keterampilan dan keahlian khusus SCI 

seperti analisis forensic, interpretasi rekaman CCTV analisis data, dan rekontruksi 

kejadian sangat penting dalam meningkatkan akurasi dan efesiensi investigasi, 

serta membantu mengidentifikasi pekau tindak pidana tabrak lari. 

4.2.3. Kondisi Lingkungan dan Situasi Kejadian 

Kondisi lingkungan dan situasi kejadian juga memengaruhi penerapan 

metode SCI dalam penyelidikan tabrak lari65. 

Hasil wawancara dengan bapak Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 

1 Polres Gorontalo Kota, 2025. 

”Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan senin, 18 

November 2024 sekitar pukul 13.00 di jl.lafran pane kelurahan wongkaditi timur 

kecataman kota utara. Setelah kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, kami 

berhasil mengidentifikasi tersangka HS dan melakukan penangkapan di rumah 

pelaku desa tenggela kabupaten gorontalo, dari interogasi awal pelaku lari dari 

kecelakaan tersebut takut karena korban yang berinisial ZM sudah tidak 

sadarkan diri dilokasi kejadian, kendala kami dalam melakukan penyelidikan 

yaitu Faktor lingkungan seperti cuaca buruk, kerusakan TKP akibat aktivitas 

manusia, atau lamanya waktu antara kejadian dan pelaporan dapat mempersulit 

proses penyelidikan. Misalnya, hujan deras dapat menghapus jejak fisik seperti 

sidik ban atau bercak darah, sementara aktifitas manusia dapat merusak bukti 

yang tersisa di TKP’ 66. 

 

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, “Keberhasilan penyelidikan tabrak lari sangat bergantung pada 

 
64 Ibid, h 117. 
65 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229. 
66 Wawancara dengan Yusuf, S.H., AIPTU, Kasubnit GAKKUM 1 Polres Gorontalo Kota, 2025 
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integritas tempat kejadian perkara (TKP)”67. Oleh karena itu, kecepatan dalam 

mengamankan TKP menjadi faktor kritis dalam keberhasilan penerapan metode 

ini. Koordinasi antarinstansi dan kemampuan penyidik dalam mengelola situasi 

lapangan juga turut menentukan keberhasilan proses penyelidikan68. 

Selain itu, situasi kejadian juga memengaruhi kualitas data yang dapat 

dikumpulkan. Kejadian yang dilaporkan beberapa hari setelah insiden sering kali 

menghadirkan tantangan tambahan, karena TKP sudah rusak atau bahkan hilang 

sepenuhnya69. Dalam situasi seperti ini, penyidik harus mengandalkan keterangan 

saksi atau bukti sekunder lainnya, yang sering kali kurang akurat atau tidak 

konsisten. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memiliki kemampuan 

manajemen waktu yang baik agar proses penyelidikan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang efisien70. 

Untuk mengatasi tantangan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, 

penyidik perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif. Misalnya, jika jejak fisik di 

TKP sudah hilang, penyidik dapat menggunakan rekaman CCTV atau keterangan 

saksi sebagai alternatif untuk melengkapi data yang hilang. Teknologi simulasi 

komputer juga dapat digunakan untuk mereplikasi kejadian berdasarkan data yang 

tersedia. Pendekatan ini memungkinkan penyidik untuk membangun narasi 

kronologis meskipun data fisik tidak lengkap71. 

Namun, kredibilitas data yang diperoleh dari sumber sekunder, seperti 

keterangan saksi, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Saksi sering kali 

 
67 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 230. 
68 Saifuddin, op.cit., 130. 
69 Robinson, op.cit., 135. 
70 Ibid., h. 137. 
71 Saifuddin, op.cit., 140. 
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memberikan informasi yang subjektif atau tidak akurat karena pengaruh emosi 

atau ingatan yang terbatas. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk 

memverifikasi keterangan saksi dengan data lain yang lebih objektif, seperti 

rekaman CCTV atau jejak fisik. Integrasi antara data primer dan sekunder menjadi 

kunci dalam memastikan keakuratan hasil penyelidikan72. 

Dari pembahasan diatas bahwa kondisi lingkungan dan situasi kejadian 

seperti Lokasi, cuaca, kondisi lalu lintas, dan penerangan sangat mempengaruhi 

visibilitas, kecepatan kendaraan, dan keselamatan, sehingga penting dalam 

analisis SCI tabrak lari untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecelakaan. 

 

 
72 Ibid., h. 142. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di 

uraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum 

Polresta Gorontalo Kota menggunakan metode Scientific Crime Investigation 

(SCI) menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah 

dibandingkan metode konvensional. Meskipun demikian, efektivitas metode 

ini sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan dan kondisi TKP 

saat proses penyelidikan dilakukan. 

2. Penerapan metode SCI dalam penanganan kasus tabrak lari dipengaruhi oleh 

beberapa faktor utama seperti Ketersediaan Teknologi dan Alat Bantu: 

Keterbatasan teknologi, seperti kamera CCTV dengan resolusi rendah atau 

perangkat laboratorium yang sudah using. Keterampilan dan Keahlian 

Penyidik yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam penggunaan teknologi 

forensik cenderung menghadapi kesulitan dalam menganalisis data secara 

ilmiah. Kondisi Lingkungan dan Situasi Kejadian seperti Faktor lingkungan 

seperti cuaca buruk, kerusakan TKP akibat aktivitas manusia, atau lamanya 

waktu antara kejadian dan pelaporan dapat mempersulit proses penyelidikan. 

Secara keseluruhan, penerapan metode SCI di wilayah hukum Polresta 

Gorontalo Kota menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas 



 

 

 

 

 

 

 

58 

3. penegakan hukum, namun masih memerlukan dukungan infrastruktur, 

pelatihan, dan anggaran yang memadai. 

5.2. Saran 

1. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan metode Scientific Crime 

Investigation dalam penanganan kasus tabrak lari di wilayah hukum 

Polresta Gorontalo Kota, disarankan agar instansi kepolisian 

memprioritaskan investasi dalam pengadaan teknologi modern, seperti 

perangkat lunak analisis forensik dan alat bantu laboratorium. 

2. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dalam 

penggunaan teknologi baru juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah-

daerah terpencil. Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti dinas 

perhubungan dan lembaga penelitian, juga dapat membantu mengatasi 

keterbatasan sumber daya dan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, 

diharapkan penerapan metode SCI dapat memberikan hasil yang lebih 

optimal dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum secara 

adil. 
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